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MOTTO 

- so se , 6 , ii ,0 4 %. i { U  

Artinya 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, 
dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Oran) dan 
Ras! (sunnahnya), jika kamu benar-benar heriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 

(0.S. An-Nisa: 59)' 

Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, 200I, heal. 93 

"' 
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ABI 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia 

selalu mempunyai kecendurungan untuk hidup dengan manusia lainnya dalae 

suatu pergautan hidup 

Didalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan 

adanya sebuah keluarga karena keluarga merupakan gejala umat manusia yang 

pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang 

perempuan hidup bersama. Antara scorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang memenuhi syarat inilah yang disebut dengan perkawinan 

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah 

satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan beregara, yang diatur oleh 

aturan hukum baik tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum 

fiaih) 

Sekarang ini hukum negara yang mengatur tentang perkawinan adalah 

Undang-undang Nomor 1 Tahu 1974. Dilain pihak hukum fikih yang dahulu 

tersebar di dalam kitab-kitab fikih sekarang ini telah dibukukan menjadi sebuah 

buku yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam dimana Kompilasi Hukum 

Islam ini telah diundangkan pada tanggal I0 Juni 1991 melalui Inpres. Nomor I 

Tahun 1991. Mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam, 



maka drsusuntan komputast 1tutu 

muslim baik di bidang perkawinae 

dengan perkawnan. 
ataupun di bidang lain yang berkait 

• 

• 

Menurut [/ndang.umndany Noor 1 Tahu 1974 efoisi peraw inn 

adalah sebagai berikut: 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagta dan kekal berdasark.an ketunanan yang Maha tsa 

Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam nampaknya juga tidak 

berbeda jauh engan Undang-ndang Nomor I tahun 1w/4, hanya saa 

dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah perkawinan. Akan tetapi 

perkawnan yang oak sud adatah permtk.ahan ct mana rsebutkan dalam sata 

. , 

satu pasalnya yaitu; 

erkawnan menurut IHukum Islam adalath permkaban, yattu ak.ad yang 

sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan 

metak sanakannya adatan tbaan 

Bahun Penylcham #slam, UU No. Tahon 199 entang Peradil an Agaa, UAL 

No t r [  ans Per#amino damn twpres No tr991 entamg Kompilast Hokum slam 
Dirottot tot! Poohirehohegen Age helm, Poler_too woo_ht 0, 

Iid.. heal. 136 



L 

tntu mewupua.an suatu perk.awnan, para pa# yang ak.an 

melangssmngk.an perkawinan harus dapat memenuhi syaat-syarat sebelum 

pea sanaan per.awnan, syarat-syarat yang at ma sua aoatan syarat mater 

perkawinan. Syarat materiil perkawinan ini di dalam L/ndang-andang Nomor 

tahun 1974 di sebutkan dalam pasal b sampai pasal Il adalah sebagai berikut: 

Peal 6 

. e a w a n  naf'us ( 0asaran ata persetuuan eoua caton mem peat, 

2. Untuk melangsungkan perkawinan sesorang yang belum berusia 2I (dua 

putun satu) tanun nars menoapat nzn eoua orang a, 

3, Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

aatam aaaan tax mampu menyata.an enenoaxnya, max.a zn yang 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup 

atau oar orang ta yang mampu menyata an enenoa.nya, 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untu menyatax.an enenaaxnya max.a zn aperoen aar wa, 

orang yang memeihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

atam gars eurunan urus Ke atas seam.a mere.a main m40p 0a Gaar 

keadaan dapat men yatakan kehendaknya 

• aam na peroeoaan penoapat antara orang-orang yang arseout aaam ayat 

(2)() dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 

'pd. hat. 97.98 

1 



menyatak.an pendapatnya, maka pengacdlan dalam daerah hukum tempat 

inggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 

tersebut dapat memberik.an zn setelah leth dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (), (3) dan 4 pasal ini 

6. Ketentuan tersebut ayat (I) sampan ayat (5) pasal m bertaku sepanyang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan tan 

Pasat 7. 

I. Perkawnan hanya dnzmnkan pk.a prhak pra sudah mencapat umur I 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur I6 (enam belas) 

tabun; 

2. Dalam penyimpangan terhadap ayat (I) pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada pengadrlan atau pepabat lain, yang drtunyuk oleh kedua orang tua 

pihak pria maupun pihak wanita, 

$, Ketentuan-ketentuan mengenal keadaan salah scorang atau kedua orang tua 

tersebut dalam pasal 6 ayat () dan (4) Undang-undang ini, berlaku dalam 

hat pemmntasan drspensas tersebut ayat (l) pasal mt dengan tda 

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) 

asal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

l. erhubungan darah dalam garts keturunan lurus kKe bawah atau pun ke atas 



4 

'. erhubungan arah atam gars keturunan menyamping yatu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara scorang dengan 

auara neneknya, 

, Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri. menantu dan ibu bapak tiri 

a pierhubungan susuan, yatu orang tua susuan, anak susuan, sauara susuan, 

dan bibi/paman susuan; 

• ernubungan saoara engan sterr atau sepaga or atau keponak.an ar' 

isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang 

0. Mempunyat ubungan yang oten agamanya atau peraturan fan yang 

berlaku, dilarang kawin 

asat ; 

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin 

lag, kecuant atam hat terseout paa pasat s ya t4) 0an pasat Unoang­ 

undang ini. 

asalt 

Apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain 

0an bercerat tagr untu eoua kanmnya, max.a antara mere.a toa Doten 

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya 

an epercayaannya tu oar yang bersangxutan aa menentux.an tan 

Pasal 1H 

agr wanta yang puts per.awnannya oerau Jang.a wa.tu tunggU, 



4 ungtag watt fag.a wat terscot yat t 1  a.an at am p4rat an 

pemerintah lebih eepat 

Dan ketentuan hr atars telah dne+ask.an secara rmnc syarat materf 

perkawinan, artinya siapa saja yang hendak melangsngan suatu perk.awinan 

harus dapat memenut ketentuan sepert yang telah rsebutk.an hal m bertuyuan 

untuk menghidari segala sesuatu yang tidak diinginkan kelak setelah 

perk.awnan 

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga ketika menjelang 

dilaksanak.an perkawnan ternyata ada salah satu atau kedua belah pihak tidak 

memenuhi syarat materiil atau bahkan setelah dilangsungkan perkawinan 

temnyata baru diketahut bahwa ada salah satu atau kedua belah pihak yang tidak 

memenuhi syarat materiil perkawinan 

Herdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perkawnan, 

jika telah terjadi perkawinan dikemudian hari diketahui adalah salah satu pihak 

bark suamt ataupun str ada yang tdak memenut salah satu dart ketentuan dr 

atas, maka menurut undang-undan perkawinan tersebut dapat dibatalkan sejalan 

dengan pasat 22 Undang-undang yang berbuny "Perkawnan dapat drbatalk.an 

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawnan Kemutan dalam kasus yang akan penuhrs angk.at dalam sknipst 

ini sejalan dengan pasal 24 undang-undang yang berbunyi "Barang siapa karena 

perkawinan mash tenikat diriya dengan salah satu dart kedua belah pihak dan 



) 

at.as dascar andanya perkawnan dapat mengayuk an pembatatan perkawman yang 

baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang­ 

unoang int . erangk.at dart ufaan latar beak.ang ( alas, membuat penuts 

merasa tertarik untuk mengatuhi lebih jauh tentang perkawinan yang tidal 

memenuf syarat maternt serta ak bat ukumnya datam prakteknya ha4t 

penelitian akan dituliskan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang 

berpuut "Ana/SI l'utan l'embaatan 'erk@wnan th #'engadttan A game 

Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor; 0556/ Pt,G/2008/PA.Sm). 

s. 'enegasan tstntat 

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut kiranya penyusun perlu 

member.an penegarsan paa sttah yang Ggna.an atam permasatanan mt, 

dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dan terhindar dan 

Kesatahpanaman. Aapun sttan yang pertu penetasan sebagat perut. 

I. Analisis: kajian, telaah, penelilitian, penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu 

2. Putusan: suatu perkara yang diputuskan oleh Pengadilan. 

3 Pembatalan perkawinan pembatalan berasal dari kata batal vaitu 

mengang.gap perkawinan yang telah dilakukan scbagai peristiwa yang tidak 

sah atau dianggap tidak perah ads." 

perter lee%ile dee 4,eh4ave # Aero oleo lee lei pea 

Jakarta 200.3. hal. 860 

id.heal. 71I5 

7 
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• renganan gama soat emoaga peraaan yang Goen wewenang oten 

Undang-undang untuk menangani tentang perkara antara orang-orang yang 

peragama star roang, perk awnan, ewars.an, wasat, moan, wax.at, 

zakat, infak, shadaqah; dan ekonomi Syariah.7 

Berdasark.an uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa 

naan S€Dag OT I At 

Bagaimana putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

CnaraAng LMH 6US I'UAUSan I'CTKAT'a INOTO" UOY!'OLA/ 9 

PA.Sm)? 

2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan perkawnan dr 

Pengadilan Agama Semarang"(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 

0556/Pd1.6/2008/PA. Sm.)? 

H Zainal Abidin Abu Bakar, SH., Kumpulan Peratwran Perundang-undangan Dalam 

Lingkngan Peralihan Agaa. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992,hal. 28l 

8 



• ujuan l'enulrsan krpsi 

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut 

Untuk mengetahut putusan pembatalan perkawnan di engadifan Agama 

Semarang (Studi Kasus utusat Perkara Nomor 0556/ 

' 

) 

dt.G/2008/PA Sm.). 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan 

perkawnan di Pengaditan Agama Semarang tStur asus Putusan Perkara 

Nomor 0556/ Pdt.G/2008/PA.Sm) 

• Metode Penuhisan Skripsi 

l. Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan 

penehittan langsung ke obyek penehittan untuk memperoleh suatu data 

Data primer ini di peroleh dengan wawancara langsung dengan Hakim 

engadtan Agama Semarang yang dapat memberikan data yang 

berhubungan dengan permasalahan 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu data yang merupakan teori-teori 

konsep pelaksanaan perkawnan. Data sekunder mt di peroleh dengan 

cara studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data-data dengan 



jalan mempelaart buku-buku iteratur serta peraturan perundang­ 

undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini 

umber data sekunuder terrs dart ! batan hukum, yatu 

l. Bahan Hukum primer 

Mahan huum primer aaatan Dahan-Dahan utuk mengk.at, 

antara lain undang-udang Nomor I Tahun 1974 4an Kompilasi 

fukum star 

2. Bahan Hukum Sek under 

ahan huum sekunder adatah Dahan yang mebertk.an 

penjelasan langsung mengenai bahan hukum primer, yaitu hasif 

penenttsan at engadrtan Agama Semarang. 

2. Metode Analisis Data 

Metoe Anatss data yang qr gunakan adatan kuatrtatnt anatrsts yatu 

penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik yang sangat menekankan 

pada perotenan ata asit atau naturat conditions, Mak sud nlah penettt 

harus menjaga keaslian kondisi jangan sampai merusak atau mengubahnya 

at anattsts ata rs aatan menart esmputan ternacap ata yang 

tersusun yang telah penulis peroleh dari penelitian kemudian dianalisis 

Kua[tat[I, 

3, Lokasi Penelitian. 



atam penunsan mt penuns mengaaaan penentan tangung a 

engailan A gama Semarang 

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini maka penyusun 

memoagr srpst m menpaor ocoerapa oao aan suo-sanya scoagat erg ut 

BA I 

1e44if 

BAB III 

PENDAHULUAN, Dalam bab ini membahas mengenat 

penaanutuan yang aoagt oatam suo pap yatu atar oetax.ang 

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan 

poKo has@an, tupan penetan, metoue penentan aan sstern.at.a 

penulisan skripsi. 

EKA/WNAN, rang Derr pengeTan aan Gasar per.awIna 

syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor I tahun 

we,an oautnya pen.awnan, 

PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA 

SEMARANG (Studt Kasus Putusan erkara Nomor; 056/ 

Pdt.G/2008/PA.Sm), Dalam bab ini akan di jelaskan sekilas tentang 

l'engadilan Agama Semarang, putusan pembatatan perkawman 

Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomore 

0556/ Pt.G /2008/A.Sm) dan dasar pertmbangan Hakim dalam 



putusan pembatalan perkawnan hr lengadlan Agama Semarang 

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor. 0556/Pt.G/2008/PA. Sm.), 

~A1IV ·  ANAL.ISIS UIUSAN EMA ALAN ERK AWINAN 

PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Stdi Kasus Putusan 

l'erara Nomor: (6/ Pt.t/200/a.m), 

Bab ini terdiri dai analisis putusan pembatalan perkawinan di 

lengatan gama Semarang (tun asuns Putusan t'erk.ara vomore 

BAB V 

0556/ PdLG /2008/PA.Sm) dan analisis dasar pertimbangan Hakim 

alam putusan pembatatan perkawnan ct l'engadtan Agama 

Semarang" (Studi Kasus Putusan Perk.ara Nomor; 0556/ PL.G 

/.0PA.Sm.J. 

ENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 



BAB IL 

PERKAWINAN 

A, Pengertian Perkawinan 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu menginginkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin, kebahagiaan itu 

dapat dirasakan adanya kasih mengasihi, sayang menyayangi scrta saling 

pengertian yang mendalam antara sesamanya. Untuk mewujudkan rasa kasih 

mengasihi, sayang menyayangi dapat dilaksanakan melalui perkawinan 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 

untuk segera melaksanakanya. Karena perkawinan dapat mengurangi 

maksiat penghihatan, memelihara dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi 

mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk 

memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, 

diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, 

yaitu perzinaan' 

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang makna nikah. Secara 

keseluruhan dapat disimpulkan nikah menurut ahli fikih berarti akad nikah 

yang ditetapkan oleh syara' yang mengatakan bahwa seorang suami dapat 

Des. Ahmad Rofig, MA., lukum Islam di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 
1995. hal. 69 
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memanfaatk.an dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri 

dengan seluruh tubuhnya. 

Kesimpulan di atas dapat dilihat berdasarkan pendapat golongan para 

pengikut /mam Mad huh dalam memberikan pengertian nikah, yaitu sebagai 

berikut:' 

Golongan Hanafiah 

Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki dan bersenany. 
senang dengan sengaja. 

2. Golongan Syafi 'iah 

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 
watha dengan lafadz nikah atau fazwij atau yang semakna dengan 
keduanya 

3. Golongan Malik.iah 

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mate 
untuk membolehkan watha."bersenang-senang dan menikmati apa yang 
ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya." 

4. Golongan Hanabilah 

Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij 
guna membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita." 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman 

dahulu memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan yang 

peg. Djamaan Nur, Fiqih Muunakahat, Dina Utama Semarang (DIMAS), Semarang, 1993, 
hat. 2 

Ensiklopedia Hulum Islam, Jilid 4, PT. Ichtiar Baru Vahoeve, Jakarta, 1997 
hal. 1327 
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semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh 

nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang timbul 

ara lama mutaakhirin dalam mendefisnisikan ikah telah 

memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri ke dalam pengertan 

nikah. Muhammad Ab shrah mendefinisikan nikah adalah akad yang 

memberikan faedah humum kebolehan mengadakan hubungan keluarga 

(suami isteri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong serta 

memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing­ 

. masing 

Pendapat serupa yang dinyatakan dalam hukum Islam. Perkawinaan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat 

kuat atau mistaqan ghalidhan.Disamping itu perkawinan tidak lepas dari 

unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah 

(ubdiyah). lkatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan dan mentaati 

perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujud 

hubungan ikan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami isteri dalam kehidupan rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan syari'at agama 

Dari pengertian ini berarti perkawinan mengandug aspek akibat 

hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan 

'pres. Djama Nur, Op. Cit. hal. 3-4 

pirektorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Peryuluhon Aslam UU 
No. T Tahon 1989 teattang Per adilamn Agamma,UU No A Tale 1974 tentang Perkawinan dan 

hopes No /199/ tentag Kompilast lukum #slam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam, Jakarta,1999/2000, hal. 136 



mcngadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena 

perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syarr at agama, maka di dalamnya 

terk.andung tujuan dan mak sud 

Sebelum mengetahui pengertian perkawinan mcnurut undang-undang 

perkawinan terlebih dahulu melihat pendapat dari para sarjana huk um 

tentang perkawinan adalah sebagai berikut" 

Prof. H. Hilman Hadikusumok, SH. Dalam bukunya /Hukum Per kaw inan 

Indonesia Menurut Perundang-undangan-Hukum Adat-Hukum A game 

Mengemukakan 

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan 
saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan 
adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. 
Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang 
suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam 
memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan 
berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan 
dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing." 

2. Sayuti Thalib, SH. Dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia 

Memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan, yaitu: 

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang 
laki-laki dengan seorang perempuan." 

3. Prof. Dr. Hazairin, SH. Dalam bukunya Hukum Kekeluargaan 

Mengatakan 

Inti perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada 
nikah (perkawinan) bilamana tidak hubungan seksual. Beliau mengambil 
tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak 
perlu adanya tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi bekas isteri itu 
dengan laki-laki lain." 

Gatot Supramono, Segi-segi Hubwngan Luar Nikah, Djamnbatan, Jakarta, 2003, hal. S-6 
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4. Drs. HA. Zahri Hamid dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perkawinan 

/slam dan Un«dang-undang perkawinan di Indonesia, memberik.an 

pengertian menurut hukum Islam sebagai berikut 

Perikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara 
scorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam 
suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilak sanakan menurut 
ketentuan-ketentuan huk um syariat [slam." 

S. Anwar laryono dalam bukunya Aelwesan dan eadilan lukum slam 
mengatakan: 

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci atara seorang laki-Jaki 
dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia." 

Dari pendapat-pendapat para sarjana di atas, dapat diketahui bahwa 

pada umumnya pengertian perkawinan itu selalu dihubungkan dengan 

agama. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang di 

dasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya. Balow 

Dasangan yang berlainan jcnis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi 

lebih dari itu mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia. 

Dalam suatu perakwinan perlua adanya hubungan yang mengikat serta 

mengarah, oleh sebab itu dibentuklah aturan-atuaran yang pasti yang di 

namakan Undang-undang, yang berawal dari suatu rancangan perundang­ 

undang sebelum ditetapkan menjadi Undang-undang 

Akhirnya rancangan Undang-undang disahkan pada akhir tahun 1973 

dan diundangkan sebagai Undang-undang Nomor I Tahun 1974 (Undang­ 

undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974) pelaksanaannya diatur dengan 

Mohd. Idris Ramulyo, ukum Perkawinan, Hukm Kewarisan, Hokum Acara Peradil an 
Agama damn Zakat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. heal. 45 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mulai berlaku pad 

anggal Oktober 1975, mulai berakunya Peraturan Pemerintah ini 

merupakan pelaksanaan sccara cfektif dari Lindang-undang Perkawinan 

Nomor I Tahun 1974." 

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 

1974 adalah ikatan lahir batin antara scorang pria dan seorang wanita 

scbagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." 

Dari ketentuan di atas terdapat rumusan bahwa perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita. Ini artinya kedua orang 

berlainan jenis terikat secara lahir atau secara fisik, tetapi juga batinnya 

terikat. Karena itu dalam perkawinan mereka sebagai pasangan suami isteri, 

lkatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya 

cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua­ 

duanya. lkatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik 

antara suami isteri, maupun masyarakat sekelilingnya. Sedangkan ikatan 

batin adalah suatu ikatan untuk mencermink.an kerukunan suami isteri. 

Sejalan dengan hal tersebut Harord Shyrock, M. D. dalam bukunya 

hlapples for Husband and Wife mengatakan:" 

Oleh karena perkawinan itu terdiri dari ikatan hidup dua pribadi, baik 
mental, rohani maupun badani maka berbicara tentang perkawinan itu tag 

Ny. Nani Soewondo, SH., Hulk dan Kependuuddamn dt tdometa, PT, Reele Cipa, 
Bandung, 1982, heal. 105 

Direl@oral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam, Op. Cit., had, 96 

Gatot Supramono, Op. Cit., hal. 7 
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